Keberpihakan dan komunikasi dalam kebijakan perlindungan buruh by Ana Nadhya Abrar
.........-
JurnalIlmu SosialdanIlmu Politik ISSN1410-4946
Volume5,Nomor3,Maret2002(315-326)
KEBERPIHAKAN DAN KOMUNIKASI



























































Alia Nadllya Abrar, Keberpilrakalldall Komlillikasi dalam Kebijakall Perlilldwzgall Bllndz
sesungguhnyamasih ada masalah dengan perlindungan buruh
sekarang.Lalu, apa m~alah~? Seorang buruh PT Maspion I
mengatakanbahwabtguh tida~unya kesempa~a_~menyuarakan
kepentinganmerekadalaJn KKB3. Seorangburuh lain mengatakan











kesanbahwaupah yang layak jadi kepentinganutamaburuh. BHa
dilihatdari sisipengusaha,upahburuhyangrendahmalahdianggap
sebagaikeunggulan berbandingan (comparative advantage)mata
daganganIndonesiadi pasardunia.Denganupahburuhyangrendah,





1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Sebab
PemoJ1;okan
Kenaikanupah 32% 61% 69% 58% 63% 67% 61% 61%
Kondisikeria 41% 21% 26% 31% 17% 14% 15% 13%
Kesepakatan kerja -- -- -- 3% 4% 3% 3% 4%
bersama
Tunianganlebaran 19% 5% -- -- 8% 9% 11% 8%
PembentukanSPSI 8% 10% 5% 6% 6% 6% 9% 12%
Jamsostek -- 3% -- 2% 1% 1% 1% 2%







mulai dari kenaikanupah,perbaikankondisi kerja,pembentukan/
pembubaranSPSI, KKB, dan sebagainya(Prisma,4 April 1994:50).
Pemogokaninibiasanyaberujungpadaperundinganantaraburuhdan
pengusaha. Ini menunjukkan bahwa buruh tidak semata-mata
memberikan reaksi spontan terhadap kesewenang-wenangan
pengusaha.Buruhinginagarpengusahamenghargaiburuhlebihdari







Di Kabupaten Sidoarjo ada Peraturan Daerah (Perda)
KabupatenSidoarjoyang mengaturkesejahteraanburuh. Perda itu

























Perlu diusulkanpada Kabupaten/Kotayang akanmembuat














Kalau suasanaseperti di atasbisa dibangun di berbagai
perusahaan,makaburuh akan mengalamipeningkatanintelektual.
Pemilikan intelektual yang baru akan mendorong para buruh
memikirkancaraterbaikuntukmelindungidiri merekasendiri.Tentu
sajaintelektualyangdibutuhkanburuh berbedadenganintelektual
yang dibutuhkan para pengusaha.Meminjam pendapatAntonio












Kalau hidup buruh merupakanrangkaianpengalamankerja
yangtidakmenyenangkan,tentuadapenyebabnya.Jelassekalibahwa
sesuatutelahterjadiyangmencegahburuhmemilikipengalamankerja





Ketika naskah ini disiapkan RUU PPHI memangbelum
disahkan oleh DPR dan pemerintah.Kalau kelak sudah menjadi
Undang-Undang(UU), ia diharapkanbisa mengurangiperselisihan
antaraburuh dan pengusaha.Akan tetapi,adasebuahpasaldalam
RUU itu yangsengajamenempatkanburuhpadaposisitakberdaya.
Pasalitumenyebutkanbahwakesepakatambipartit(antarapengusaha
dan buruh) yang dituangkan dalam persetujuanbersamabisa
memperolehkekuatanhukumasaldiberisertifikatsebagaibuktitanda
pencatatanolehDepnakertrans.
Di dalamsertifikatitu diberijudul "Demi KeadilanBerdasarlam
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat ini mengandung azas
eksekutorialyangmemungkinkanpengadilanmelakukaneksekusi.
Pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannyapersetujuan
bersamaitu bisa mengajukanperkarakePengadilanPerselisihan




Ini menunjukkan bahwa bila terjadi perselisihan antaraburuh
dan perusahaan, ma~a pemerintah akan menjadi mediator. Posisi
sebagai mediator akan memberikan kesempatan pada pemerintah
untuk intervensi.Dalam kesulitan ekonomi seperti sekarangini, akal
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sehatakan mengatakanbahwa pemerintah akan berpihak pada
pengusaha. Apalagi sejarah sudah membuktikan, selama ini
pemerintahlebihsukaberpihakpadapengusahaketimbangburuh.
Selanjutnyapemerintahakanmembentukpengadilankhusus
untukmenanganiperselisihantersebut.Bila pasalini "lolos", maka
buruhakanmakinterpojok.Betapapuniadirancanguntukmelindungi
kepentingan buruh, tetap saja kita sangsi. Sebab, mendengar
pengadilanburuhsaja,banyakburuhyangsudahkeder.Belumlagi
energidanbiayayangharusdikeluarkanolehseorangburuhyang
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Keberpihakan terhadap Buruh
KKB, Perdatentangpenyelenggarankesejahteraanburuhdan
RUU PPHI adalahcontohkebijakanpublik tentangperlindungan




aspirasiburuh. Barangkaliadapihak yang mengatakanbahwa itu
hanya dugaan. Akan tetapi, ketiga contoh kebijakan tentang
perlindunganburuh di atasmemperlihatkanbahwaaspirasiburuh
memangtidak tertampung.Buruh tidak punya kesempatanuntuk
menyusun agendamerekadalam kebijakan tersebut.Akibatnya,
kebijakanperlindunganburuhyanglahir tidakmenggambarkanvisi
bersamapengusahadan buruh tentangmasadepan buruh dan
perusahaan.
Bertolakdarikeadaansemacamini,bagaimanamungkinburuh








Kedua, formulasi kebijakan perlindungan buruh tidak
menggunakanframingyangmenguntungkanburuh.Seleksiisuyang
dianggappentingtidakdidasaripadakepentinganburuh.Penekanan
masalahyangperlu diatur tidak menggambarkankepedulianpada
keberadaanburuh. Dengan demikian, sesungguhnyaformulasi
kebijakanperlindunganburuhsudahdisaringsecaraketat.Teksyang







Alia Nadllya Abrar, Keberpillakalldall KOInllIIikasi dalam Kebijakall Perlilldllllgall Bllndl
legitimasipada kebijakanitu adalahburuh yang dianggap tidak
mewakili mayoritasburuh. Buruh secarakeseluruhansebenarnya
belummemberikanlegitimasipadakebijakanitu. Kalau paraburuh




perlu memberikanlegitimasi.Jarang sekalikita mendengardiskusi
publik yang terbuka tentang rancangan berbagai kebijakan














tentang apa yang harus dilakukan buruh untuk perusahaan.




rnemiliki beberapaaspek, yaitu, pertama,pemanfaatan proses
komunikasiuntukmemperoleh:(i)halbermaknatentangkeberadaan
·Komunikasi perburuhandalam tulisan ini adalahpemanfaatanproseskomunikasi dan
produk media secaraterencanadan strategisuntuk mendukungefektifitaspembuatan














pembentukan jaringan (networking)dengan LSM. Untuk bisa





wacana, antara lain: "memberdayakanburuh", "meningkatkan
intelektual buruh", "menggusur hegemonipengusahaterhadap












Dengan kata lain, komunikasi perburuhan mentransformasi~n
"kekuatan"yangdibutuhkanolehpembuatkebijakanpublik tentang
perburuhan.la merupakanpenghubungantaraisu perburuhandan
kondisi sosialpolitik dari prosespembuatankebijakanpolitik dan
partisipasipublik.
Kendatibegitu,komunikasiperburuhantidak bisaberjalan
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instrumenlain, seperti,orientasiperlindunganburuh,maknaburuh
bagi pemerintah,insentif ekonomisdari keberadaanburuh, dan




Sesungguhnya pemerintah rnemiliki program untuk
mengawasiimplementasisemuakebijakan tentangperlindungan
buruh.Ini bisadilihat dalamPropenasTahun2000-2004.DalamPro-


















buruh dan pengusaha tentang perlindungan buruh melalui










komunikasi perburuhan. Komunikasi perburuhanjangan hanya
dimaknaipemerintahsebagaialatuntukmenyebarkani formasi,tetapi
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